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TENTANG
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KABUPATEDl17ANGKAT TAHUN ANCGARAN 2016

Menimbang :      a

し

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

BUPA'I] LANGKAT

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
tentarlg Dana Desa Yang Beraumber dar-i Arggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan
rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Kabupaten Langkat (L€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan
Irmbaiart Negara Republik tndonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 TambaLan krnbaian Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran NegaJa Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagairnana telah beberapa kali diubal terakhir
dengar Undang-Undang Nomor 9 Tahu! 2015 tentang
Perubalan atas Undarg-Urlda:ag Nomor 23 Tahur 2014
tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Nega:ra
Republik tndonesia Tahun zO I 5 Nomor 5679); A,'l
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota l(abupaten Daerah Tingkat II Largkat
dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah
Kabupaten II langkat(kmbaran Negara Republik
Indonesia Talrl-rn 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wila)'ah Kotarnadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II l,angkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang(l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan
Lembaran NegaE Rcpublik lndonesia Nomor 3323);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten'.ang Desa sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor- 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 157,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
57t7;

Perah-rran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Dara Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor, Tambahan l-embaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2O1S tentang
Rincian Anggaran Pendapata! dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Taiun 2015 Nomor 56);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015
tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2O93);

Peraturan Menteri Desa, Pembalgunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
tentang PeDetapaIr Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tairun
20 15 Nomor 1934)i

Peraturan Daerah Kabupaten Larlgkat Nomor 9 Tahun
2015 tenta.ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Largkat Tahun 2Ol5 Nomor 2);

Peraturan Bupati larlgkat Nomor 39 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggarar 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten ,
Langkat Ta}r un 2015 Nomor 42): ,,41,l
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEITATURAN BITPATI TENTAIIG TATA CARA PEXBAGIAII
DAII PTNETAPAI{ RITTCIAIT DAIIA DESA STTIAP DESA
TAIIUT AXGGARATT 2016

Pasal 1

Da]am Peratrran Bupati ini yarlg dimaksud dengar:
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Desa adalah desa dall desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, "add, t ."ti"o
masyarakat hulcJm yang memiliki batas wilayah yeng
berwenang untuk mengatur darr m".rgu.r" u.usaipemerintahan, kepentingar masyarakat SetemDat
berdasarkaJ, prakarsa masyarakat, hal< asal usul,
dan/atau hak tradisional yarrg diakui da'l dihorrnari dalamslstem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkai baei
Desa yang ditransfer mela]ui Anggaran- pendapatan daiBelanja Daerah dan diguna.ki-n u"r"* *.-Ui"""ipenyelenggaraan pemeriataia-n, pelaksana'aI
pembalgunan, pembinaar kemasyarakatan, dan
pemberdayaan ma

4. Pemerintai Desa adalah Kepi la Desa atau yang disebut
dengan nana lain dibantu perangkar Desa slbalai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Jumlah 
-Desa 

adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Mente.i Dalam Negeri.

6. Anggaran Pendapata.n dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APB Desa, adalah rencana t.i."r,!urr t"il""in
Pemerintahan Desa,

pasal 2

Per,aturjrn Bupa ini menetapkan Rincian Dana Desa untukseuap Desa Tahun Angga_ran 2016 sebagaimana tercantum
da.lam l,ampirarr I peratur-an Bupati ini.

pasal 3

Rincian Dana Desa- untuk seriap Desa Tahun Anggaran 2016seDagarmana dimaksud dalam pasal 2, dialokaJikaj] secara
merata dan berkeadilal berdasarkan:
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikanjumlah, penduduk, angka kem[kin""" t"." *GyJ, a-"rrrndeks kes.Jlitan geogral-ts desa. 
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Pasal 4

Alokasi dasar per desa scbagaimana dimal<sud dalam pasal 3
humf a, dihitung berdasarkal alokasi dasar per kabupaten
dibagi jumlah desa sebagaimara telah ditetapkan Jalam
lampiian Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2b1S tentang
Rincian AnE€aran Pendapatan dan BeLanja Negara Tahui
Anggaran 2016.

Pasai 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari
kementeri.in yang benvenang dan/atau lembaga yarg
menyelenggarakan urusan pemerintahan ai bidang statistik.-

Pasal 6

Penghitungan alokasi tbrmula setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ditakukar dengal menglrnakan
formula sebagai berikut;

w = (0,25_x 21) + (O,35 xZ2l+lo,toxzg\+ (o,3o xz4\) x
(DDkab - ADkab)

Keterangan:
W : Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkanjumlah penduduk, algka kemiskinan, luas wilayai,

dan- tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaien.
Z1 = rasia jumlah penduduk setiap Desa tirhadai total

penduduk Desa nasional.
Z2 ‐

Z3 ‐

Z4 ‐

rasio jrrmlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa nasional.
rasio l.uas wilayah Desa setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa nasional.
rasio lKc-,kabr.rpaten terhadap total IKG kabupaten
yang memiliki Desa.

DDkab = pagu DaIa Desa kabupaten.
ADkab = besara:r AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah

Desa dalam kabupaten.

Pas』 7

器営遠消鴫滞翌提ls詰1∫指摯r。ぷ硫甜:

1凛雪h∫盤穐stt mCnyC嗜響
ょm unsan

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari dari RekeninA Kas Umurn Daerah
ke Rekening Kas Desa. 

4

〓
♂



(2) Pernindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas
Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. ta-hap I pada bulan April sebesar 4oolo (empat puluh
perseratus) ;

b. tahap II llada bular Agustus sebesa-r 40olo (empat puluh
perseratus); dalr

c. tahap III pada butan Oktober sebesar 20% (dua putuh
perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan:
a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati.
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya.
c. Kepa.la Desa menyampaika! peratural Desa dan

laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu
kedua bulan Maret.

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap il dilakukar setelah Kepala
Desa menyampaikan:
a. laporal realisasi penggunaa:1 Dana Desa tahap I

kepada bupati.
b. laporar realisasi penggunaan Dala Desa tahap I

sebagaimana dima-ksud pada huruf a, menunjukkal
paling kurang Dana Desa tahap I telah digunaka-n
sebesar 507o (limapuluh per seratus).

c. Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi
penggu[aan Dana Desa tahap I sebagairnana
dimalsud pada huruf b kepada bupati paling lambat
minggu kedua bulan Juli.

(6) Penyaluian Dana Desa Taliap III dilaktkalr setelei Kepala
Desa menyampaikan:

a. Penyaluran Dana Desa talap
Kepala Desa menyampaikan
F,enggunaan Dana Desa taiap I
bupati.

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan
tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a
menunjukkan pafing kurang Dana Desa ta.l.ap I dan
tahap II telah digunakar sebesirr soyo (limaputuh per
seratus).

c. Kepala Desa menyampaikan laporaa rea.lisasi
penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap U

sebagairnala dimaksud pada huruf a kepada bupati
paling lambat minggu kedua butan September. /.+/,\l

III dilakukan setelah
laporan rea-lisasi

dan tahap II kepada



(7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun
dialggarkan dalam APBDesa.

(8) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, ayat (4) huruf b, ayat {5) huruf , ayat (6) huruf b
ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskai untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas berdasarkan
Peratuian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2l Tahun 2015.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan
ketentuan perundaig-undalgan dalarn masa I (satu) tahun
anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tangga.l
31 Desember.

Pasal 1 1

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan oleh Selseta.ris Desa atas
kebenarar material yang timbul dari penggunaan bukti
Cimaksud.

(3) PengeiuaJan kas desa yang mengakitratkan beba-n
APBDesa tidak dapat dilakukar sebelum rancangan
Peratl-rran Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajal( lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negala sesuai dengan ketenhran peraturan
perundalg-undaagan.

Pas6l 12

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat
inenyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
Tahap I, Tahap II, Tahap Itl darr Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada bupati.

(2) Penyarnpaian laporan realisasi penggunaan Da:ra Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. Tahap I paling lambat mingr{u keempat bulan Juli
taiun anggaran betjalan;

b. Tahap lI paling larnbat minggu keempat bulan
September tahun anggara-n berjala!.

c. Talap III paling lambat minggu keempat bulan Januar.i
tahun anggaran berikutnya.

d.laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan
paling lamt at minggu keenpat buLan Februari tahun
a-rrggarar: berikutnya. A+



Pasal 13

(1) Bupati menunda penyalurarr Dana Desa dalam hal kepala
desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan
realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai
dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan
realisasi penggunaa! tahun arggaran sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyalural dana desa d"lam ha.l
ditcmukan penyimpalgan pelaksanaa! yang
mengaki balkan SiLPA tidak wajar.

{4) SiLPA Da-na Desa yarg tida} wajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang
melebihi 3O% (tigapuluh per seratus) dari Dana Desa yang
diterirna Desa.

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
tidak mendapatkal persetujual dari bupati.

(6) Pengurangan Darra Desa rrilap6dlqn oleh bupati kepada
Menteri l(euanga-n c.q Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agai setiap orang mengeta-huinya, memerintalkan
pengundanga! Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya da.larn Berita D.rerah Kabupaten Larlgkat.

Ditctapkan di Stabat
pada tanggal  :■ tlし   2016

l

Diundangkan di Stabat
pada tanggal t AS,L
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